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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan ketentuan upah kerja lembur bagi pekerja PT Artawa Indonesia 

di Kabupaten Gresik pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

Pengadilan Negeri Gresik nomor 809/K.PDT.SUS-PHI/2015 ditemukan 

adanya pelanggaran peraturan pada Pasal 6 Kepmenaker No 

102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Waktu Kerja 

Lembur yaitu mensyaratkan bahwa kerja lembur harus ada perintah tertulis 

dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang berfungsi 

juga sebagai landasan perhitungan upah kerja lembur. Peraturan yang ada 

pada Pasal 6 Kepmenaker ini dikesampingkan oleh hakim. Hakim 

melakukan penemuan hukum dengan memakai hukum kebiasaan dan saksi 

yang ada untuk memperkuat bahwa ada pekerjaan lembur. Jadi, pihak 

perusahaan tetap harus membayar kekurangan upah lembur tersebut, tetapi 

sampai sekarang eksekusinya masih belum dijalankan. Perhitungan upah 

lembur yang ada pada putusan sudah sesuai dengan Pasal 11 Kepmenaker 

No 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Waktu 

Kerja Lembur yang didasari bukti slip upah.  

2. Pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur bagi pekerja yang ada di dalam 

perusahaan PT. Artawa Indonesia di Kabupaten Gresik setelah adanya 
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Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Gresik nomor 

809/K.PDT.SUS-PHI/2015 ditemukan masih ada 9 orang pekerja diantara 

23 responden yang tidak mendapatkan upah lembur jika melakukan kerja 

diluar ketentuan waktu kerja walaupun sudah mempunyai surat perintah 

lembur, tetapi tidak ada laporan lagi yang masuk ke Disnaker mengenai 

pelanggaran pembayaran upah lembur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan kepada 

pihak PT Artawa Indonesia untuk memperbaiki dokumentasi atas data-data 

ketenagakerjaan, karena jika di kemudian hari muncul tuntutan dari pekerja, 

pengusaha dapat menunjukan bukti yang dibutuhkan dan jika terjadi lagi 

pelanggaran dalam pembayaran upah lembur data-datanya dapat terlihat dengan 

jelas, maka akan dengan mudah untuk menghitung upah lembur para pekerja. 

Dengan adanya tanda tangan yang tertera disetiap SPL, pihak perusahaan dapat 

dengan mudah menunjuk orang untuk dimintai keterangannya. Selain itu dari sisi 

pekerja adanya SPL juga penting agar bisa mempertanggung jawabkan setiap 

pekerjaan lembur yang dilakukan, karena pada setiap SPL tercatat keterangan atas 

lembur tersebut. Untuk pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker, agar 

lebih teliti terkait pengecekan Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk setiap 

tahunnya.  
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